/ |  SALINAN |

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOROWALI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di bidang penanaman
modal juncto peraturan kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal, semua jenis perizinan dan non
perizinan dibidang penanaman modal agar dilayani
secara terpadu satu pintu;

. bahwa dengan berlakunya peraturan daerah Kabupaten

Morowali Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah maka tugas dan fungsi
pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh
dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu Kabupaten Morowali;

. bahwa untuk kelancaran pelaksanan pemberian

pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai mana
dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu
pendelegasiaan kewenangan dari bupati kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Morowali dalam pelayanan perizinan
dan non perizinan,;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Dan
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan
Undang - Undang No 11 Tahun 2000 tentang Perubahan
Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah dalam negeri Republik Indonesia
nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk
Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 nomor 2036);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);



9. Peraturan Kepala Badan koordinasi Penamaman Modal
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata cara
perizinan dan non perizinan penamaman modal;

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Pananaman Modal
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara
Izin Prinsip Penanaman Modal;

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (lembaran
Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 nomor
11,Tambahan Lembaran Daerah kabupaten morowali

0215);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENANDATANGANAN PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MOROWALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Morowali

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Morowali.

Pelayanan Terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan
pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperizinan yang diproses pengelolaannya dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap tertibnya dokumen dilakukan dalam satu
tempat.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten
morowali yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP kabupaten morowali adalah
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal.

Kepala Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
kabupaten morowali yang selanjutnya disebut kepala dinas adalah kepala
DPM-PTSP Kabupaten morowali.



10.

11.

Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan
pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati, termasuk
penandatanganannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman
modal yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan persetujuan perundang-
undangan.

Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan ,fasilitasfiscal
dan non fiscal serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktifitas organisasi ,bagaimana dan kapan harus dilakukan
,dimana dan oleh siapa dilakukan.

Tim teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan
pemeriksaan kelokasi tempat usaha dan bertugas memberikan rekomendasi
teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak
permohonan izin.

BAB I
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 2

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada
kepala DPMPTSP.

(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui
penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan  yang
mudah,murah dan pasti.

Pasal 3

DPM-PTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah perangkat Daerah
yang ditunjuk sebagai penyelenggara urusan Penanaman Modaldan PTSP.

Pasal 4

Ruang Lingkup tugas DPM-PTSP selaku penyelenggara penanaman modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pemberian pelayanan atas semua
bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan
Bupati.

Pasal 5

Pelayanan perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 6

Dalam mengelola administrasi perizinan dan non perizinan DPM-PTSP
mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan
berkas.

Pasal 7

Dalam pelaksanaannya,pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 diatur lebih lanjut dalam SOP yang di susunoleh tim tehnis dan
ditetapkan oleh Kepala DPM-PTSP .

BAB III
TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS
Pasal 8

1) Khusus untuk izin yang memerlukan pertimbangan teknis ,diterbitkan
setelah mendapatkan rekomendasi dari tim teknis.

2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur
perangkat daerah terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

3) Tim teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam
memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu
permohonan perizinan.

Pasal 9

1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)
didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan

lapangan.

2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normative dibuatkan
risalah pertimbangan teknis .

3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normative dan/atau
pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

4) Biaya Operasinal dalam menunjang tugas-tugas tim tehnis di bebankan
pada Anggaran Pendapatan Dan belanja daerah DPM- PTSP

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan yang diterimanya,
Kepala dinas wajib :

a. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati dan
perangkat Daerah teknis yang terkait.
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 11

Segala dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan
sebelum berlakunya peraturan Bupati ini,dinyatakan tetap berlaku sampai
dengan masa berlakunya berakhir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Nomor 7
Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada kepala Badan
Lingkungan Hidup daerah kabupaten Morowali dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita daerah Kabupaten
Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 14 Juni 2017
BUPATI MOROWALI,

ttd.
ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 15 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.
MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2017 NOMOR : 063

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali

s

BAHDIN BAID, SH.,MH.
Penata Tkt I, III/d
Nip. 19820602 200604 1 005




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR

TAHUN 2017

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MOROWALI

PELAYANAN URUSAN

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

PENDIDIKAN

1)

2)

3)

Penerbitan izin pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh masyarakat;
Penerbitan izin pendidikan anak usia dini
dan pendidikan non formal yang
diselenggarakan oleh masyarakat; dan
Pemberian Rekomendasi Penelittan dan
Survey.

KEBUDAYAAN -

Penerbitan izin membawa cagar budaya
keluar Daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) Daerah provinsi.

KESEHATAN

1)

2)
3)
4)
S)

6)

7)

Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D
dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
Daerah kabupaten/kota;

Penerbitan izin praktik dan izin kerja
tenaga kesehatan;

Penerbitan izin apotek , toko obat, toko
alat kesehatan dan optikal;

Penerbitan izin wusaha mikro obat
tradisional (UMOT);

Penerbitan  sertifikat produksi alat
kesehatan kelas 1 (satu) tertentu;
Penerbitan sertifikat perbekalan kesehatan
rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu)
tertentu perusahaan rumah tangga; dan
Penerbitan izin produksi makanan dan
minuman pada industry rumah tangga.

PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN
RUANG

1)

2)
3)

4)
S)
6)

7)

Penyelenggaraan bangunan gedung di
wilayah Daerah kabupaten/kota;
Termasuk pemberian izin mendirikan
bangunan (IMB);

Sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
Penerbitan izin usaha jasa konstruksi
nasional (non kecil dan kecil);

Penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan perumahan;

Penerbitan sertifikat kepemilikan
bangunan gedung (SKBG);

penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan kawasan permukiman;
Sertifikasi dan registrasibagi orang atau
badan hukum yang melaksanakan
perancangan dan perencanaan rumah




8)

9)

serta perencanaan prasarana, sarana dan
utilitas umum Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan
kecil;

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi
(ITUJK); dan

Penerbitan Izin Reklame.

SOSIAL

Penerbitan izin pengumpulan sumbangan
dalam Daerah kabupaten/kota.

TENAGA KERJA

1)
1)
2)

3)

Perizinan lembaga pelatihan kerja;
Pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
Penerbitan izin LPTKS dalam 1 ( satu)
Daerah kabupaten/kota; dan

Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi
kerja dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

PERTANAHAN

1)

2)

Pemberian izin lokasi dalam 1 ( satu)
Daerah kabupaten/kota; dan
Penerbitan izin membuka tanah.

LINGKUNGAN HIDUP

1)

2)
3)
4)

S)

Penerbitan izin pendaurulangan
sampah/pengolahansampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan
akhir sampah yang diselenggarakan oleh
swasta;

Izin Lingkungan;

1zin Gangguan/HO;

Izin Tempat Penyimpanan Sementara
Limbah B3; dan

Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala
Kabupaten/Kota.

PERHUBUNGAN

1)
2)
3)
4)

S)

6)

7)

Penerbitan izin penyelenggaraan dan
pembangunan fasilitas parkir;

Izin Usaha Angkutan;

Penerbitan izin trayek angkutan pedesaan
Persetujuan hasil analisis dampak
lalulintas untuk jalan kabupaten/kota
Penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan orang dalam trayek perdesaan
dan perkotaan dalam 1 ( satu) Daerah
kabupaten/kota;

Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan
angkutan kawasan tertentu yang wilayah
operasinya berada dalam  Daerah
kabupaten/kota;

Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi
badan usaha yang berdomisili dalam
Daerah kabupaten/kota dan beroperasi
pada lintas pelabuhan di Daerah
kabupaten/kota;




8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

Penerbitan izin usaha angkutan laut
pelayaran rakyat bagi orang perorangan
atau badan usaha yang berdomisili dan
yang beroperasi pada lintas pelabuhan
dalam Daerah kabupaten/kota;
Penerbitan izin usaha penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau sesuai
dengan domisili orang perseorangan
warga atau badan usaha;

Penerbitan izin trayek penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau untuk kapal
yang melayani trayek dalam Daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan;
Penerbitan izin usaha penyelenggaraan
angkutan penyeberangan sesuai dengan
domisili badan usaha;

Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan
perawatan dan perbaikan kapal;
Pembangunan, penerbitan izin
pembangunan dan pengoperasian
pelabuhan pengumpan;

Pembangunan dan penerbitan izin
pembangunan dan pengoperasian
pelabuhan sungai dan danau,

Penerbitan izin usaha badan usaha
pelabuhan di pelabuhan pengumpul;
Penerbitan izin pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan;

Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan
selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan,;

Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di
wilayah perairan pelabuhan pengumpan;
Penerbitan izin reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan;
Penerbitan izin pengelolaan Terminal
Untuk Kepentingan Sendiri ( TUKS) di
dalam DaerahLingkungan Kerja
Pelabuhan (DLKR) / Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan (DLKP)
pelabuhan pengumpan;

penerbitan izin mendirikan "~ bangunan
tempat pendaratan dan lepas landas
helicopter;

Penerbitan izin usaha, izin pembangunan
dan izin operasi prasarana perkeretaapian
umum yang jaringan jalurnya dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota;
Penerbitan izin operasi sarana
perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota; dan

Penerbitan izin pengadaan atau
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pembangunan perkeretapian khusus, izin
operasi, dan penetapan jalur kereta apik
khusus yang jaringannya dalam Daerah
kabupaten/kota.

10

KOPERASI, USAHA

KECIL,
MENENGAH

DAN

1)

2)

Penerbitan izin usaha simpan pinjam
untuk koperasi dengan wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
kabupaten/kota; dan

Penerbitan izin usaha simpan pinjam
untuk koperasi dengan wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
kabupaten/kota.
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PENANAMAN MODAL

1)

3)
4)

S)

6)
7)

9)

Izin Prinsip Penanaman Modal;

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
Izin Prinsip Pengabungan Perusahaan
Penanaman Modal;

Izin Usaha Penanaman Modal;

Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
Izin Usaha Pengabungan Perusahaan
Penanaman Modal;dan

Izin Investasi.
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KELAUTAN DAN
PERIKANAN

1)

2)

Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan
ikan yang usahanya dalam daerah
Kabupaten; dan

Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)
untuk Nelayan atau Kapal < S GT.
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PARIWISATA

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

(TDUP) kabupaten/kota meliputi bidang

usaha :

a. usaha daya tarik wisata;

b. usaha kawasan pariwisata;

c. usaha jasa transportasi wisata;

d. usaha jasa perjalanan wisata;

e. usaha jasa makanan dan minuman

f. usaha penyediaan akomodasi;

g.usaha penyelenggaraan kegiatan
hiburan dan rekreasi;

h. usaha penyelenggaraan pertemuan,
perjalanan insentif, konferensi,
dan pameran;

i. usaha jasa informasi pariwisata;

j- usaha jasa konsultan pariwisata;

k. usaha jasa pramuwisata;

l. usaha wisata tirta; usaha spa.
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14 | PERTANIAN 1) Penerbitan Izin usaha pertanian yang
kegiatan usahanya dalam  Daerah
kabupaten;

2) Penerbitan izin usaha produksi
benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas
pemeliharaan  hewan, rumah  sakit
hewan /pasarhewan, rumah potong
hewan; dan

3) Penerbitan Izin usaha pengecer ( toko,
retail, sub distributor obat hewan).

15 | PERDAGANGAN 1) Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP);

2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

3) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat,
pusat perbelanjaan dan izin usaha toko
swalayan;

4) Penerbitan tanda daftar gudang;

5) Penerbitan surat keterangan penyimpanan
barang (SKPB);

6) Penerbitan surat tanda pendaftaran
waralaba (STPW) untuk penerima waralaba
dari waralaba dalam negeri;

7) Penerbitan surat tanda pendaftaran
waralaba (STPW) untuk penerima waralaba
lanjutan dari waralaba dalam negeri;

8) Penerbitan surat tanda pendaftaran
waralaba (STPW) untuk penerima waralaba
lanjutan dari waralabal uar negeri;

9) Penerbitan surat izin usaha perdagangan
minuman beralkohol golongan B dan C
untuk pengecer dan penjual langsung
minum ditempat; dan

10) Penerbitan surat keterangan asal( bagi
Daerah  kabupaten/kota yang telah
ditetapkan sebagai instansi penerbit surat
keterangan asal).

16 | PERINDUSTRIAN 1) Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah;

2) Penerbitan IUPI bagi industry kecil dan
menengah; dan

3) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di
Daerah kabupaten/kota.

BUPATI MOROWALI,

ttd.

ANWAR HAFID
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
- Setda Kab. Morowali
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